
1. Un ang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Pe bentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dal m Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; 

2. Un1ang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

3. Undlang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
I ~:_r~t:~~~~:~ Net:~~~ ~~ 'T'oh1m ')()()Li hm~a~n 

Mengingat 

c. bah a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pad huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bu:tti Deli Serdang tentang Pedoman Pengelolaan Dan 
Pe faatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, 
Pas a Salin Dan Bayi Baru Lahir Pada Program Jaminan 
Penklinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten 
Deli Serdang Tahun 2020; 

Menimbang 

MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

IUPATI DELI SERDANG, 

a. bahra dalam rangka pencapaian Standard Pelayanan 
Minif11al Bidang Kesehatan khususnya dalam upaya 
menprunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia 
den~an cara agar seluruh persalinan dilaksanakan di 
Fasi 1"tas Pelayanan Kesehatan dan menurunkan kasus 
kom likasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi 
ba lahir, maka dilaksanakan upaya peningkatan akses 
pela anan kesehatan ibu hamil, bersalin pasca salin dan 
bayi baru lahir kepada masyarakat yang belum memiliki 
Jam nan Kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang 
~mcl~; _ · 

b. bahfl a tanggung ja;a~ ·.' Pemerintah Dae~ah untuk 
mel ksanakan pelayanan kesehaten ibu hamil, bersalin, 
pas a salin dan bayi baru lahir kepada masyarakat yang 
belul memiliki Jaminan Kesehatan Tahun 2020 yang 
dan nya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik 
.Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2020; 

PEDOMAN PENGELOL N DAN PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN 
IBU HAMIL, BERSALIN, P SCA SALIN DAN BAYI BARU LAHIR PADA PROGRAM 

JAMINAN PERSALi AN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 
KABUP TEN DELI SERDANG TAHUN 2020 

OVINSI SUMATERA UTARA 

URAN BUPATI DELI SERDANG 
NOMOR 4-A TAHUN 2020 

TENTANG 

BU ATIDELISERDANG 



MEMUTUSKAN: 

PERATUi BUPATI DELI SERDANG TENTANG PEDOMAN 
PENGELO AAN DAN PEMANFAATAN PELAYANAN 
KESEHAT IBU HAMIL, BERSALIN, PASCA SALIN DAN BAYI 
BARU L IR PADA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI 
FASILILITf,S PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN DELI 
SERDANGITAHUN 2020. 

16. 

15. 

14. 

13. 

12. 

11. 

10. 

7. 

5. Und.L g-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jam1.1an Sosial Nasional; 

6. Undcrig-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan; 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Saki ii: 

8. Und~g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pem~entukan Peraturan Perundang-Undangan; 

9. Undkg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pem~rintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tah1n 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
Pera~uran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
Peratran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tent g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebai aiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Nege · Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
200~ tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
Peraiuran Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 
tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 
tentT,g Standard Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 
PenyFlenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Kese~atan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standard Tarif 
Pelaranan. Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program 
.Iaminan Kesehatan Nasional; 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 
tent;ng Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 
Khurus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2020; 
Pera~uran Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 
200 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi, Bayi Baru Lahir dan 
Bali a (KIBBLA); 
Per uran Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 
Tah n 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum; 

Menetapkan 



Dalam Peraturan Bupati ini ang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupa;n Deli Serdang. 
2. Pemerintah Daerah a alah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerin han Daerah; 
3. Bupati adalah Bupati 9eli Serdang. 
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Ka bu paten Deli Serdang. 
5. Rumah Sakit Umum Dderah adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Deli 

Serdang; L 
6. Rumah Sakit Umum Pe erintah adalah Rumah Sakit Umum milik pemerintah 

yang berada di Kabupaten Deli Serdang; 
7. Rumah Sakit Umum S"i¥asta adalah Rumah Sakit Umum milik swasta yang 

memiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan untuk melayf:ni pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan 
dan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang; 

8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang; 

9. Badan Layanan Umuml Daerah yang disingkat BLUD adalah Badan Layanan 
Umum Daerah Puskesmas 

10. Peserta Jampersal ad~ah seseorang yang belum menjadi peserta jaminan 
kesehatan atau iurannya belum dibayar oleh pemerintah kepada Badan 
Penyelenggara Jaminarl Sosial Kesehatan dan berhak memperoleh Jaminan 
Kesehatan; 

11. Jaminan Kesehatan a I alah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar 
peserta memperoleh anfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 
dalam memenuhi keb uhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap 
orang yang telah memb yar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah; 

12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat 
BPJS Kesehatan ~~alah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan; 

13. Jaminan Persalinan (Jkmpersal) adalah jaminan berupa perlindungan yang 
digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan 
penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir dalam 
memenuhi kebutuhanlkesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 
belum memiliki Jamin n atau iurannya belum dibayar oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah; J 

14. Dana Jampersal me pakan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non 
Fisik dari Anggaran Pe dapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang 
yang seluruh pembiay,annya pada anggaran Dinas Kesehatan Kab-upaten Deli 
Serdang; 

15. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Primer yang selanjutnya PPK Primer 
adalah Penyelenggara lpelayanan kesehatan tingkat primer pemerintah yang 
meliputi puskesmas r1wat inap, puskesmas rawat jalan, dan penyelenggara 
pelayanan kesehatan~· gkat primer swasta yang bekerja sama dengan BPJS 
Kesehatan dan Dinas Kesehatan KabuJ?aten Deli serdang ~enyelengar.akan 
upaya pelayanan kese atan kompreherisif kepada Peserta .Jaminan Persalinan; 

16. Pelayanan Keseha Tingkat Pertama adalah Pelayanan kesehatan 
perorangan yang befsifat non spesialistik (primer) meliputi Pelayanan 
Pemeriksaan Ibu Haf1il, Pelayanan Persalinan Normal dan Emergency, 
Pelayanan Pasca Salm KB Pasca salin, Pelayanan Neonatus, Pelayanan 
Rujukan, Pelayanan Rp~ah Tunggu ?agi pasien beruJ?a sewa ru~ah tunggu, 
makan Pasien dan Su~1 / Pendamping, Kader dan Bidan yang dilaksanakan 
oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama baik Pemerintah maupun Swasta 

BABI 
PENGERTIAN 

Pasal 1 



agar pengelolaan pen gunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan No? 
Fisik Jaminan Persa inan di Dinas Kesehatan (Puskesmas , Rumah Sakit 
Umum Daerah . Klink dan Rumah Sakit Swasta yang bekerja sama dengan 

b. 

memberikan kepasti bagi Dinas Kesehatan dalam pengelolaan Dana Alokasi 
Khusus Bidang Keseh tan Non Fisik Jaminan Persalinan; dan 

a. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Per uran Bupati ini adalah : 

r=>; Maksud ditetapkannya Per turan Bupati ini adalah: 

a. sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam upaya pengelolaan keuangan 
daerah yang bersumbe dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik 
Jaminan Kesehatan; d 

b. sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dan PPK Jampersal Kabupaten Deli 
Serdang dalam upaya engelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Dana 
Alokasi Khusus Non Fi ik Jaminan Persalinan (Jampersal). 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

inap di ruang peraw tan khusus terhadap ibu hamil, bersalin maupun 
Neonatus yang dilaksa akan oleh Rumah Sakit Pemerintah ataupun Rumah 
Sakit Swasta yang beke ja sama dengan BPJS Kesehatan; 

18. Sistem Rujukan adal penyelengaraan pelayanan kesehatan yang mengatur 
pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal 
balik baik vertical mau un horizontal; 

19. Pembayaran Pelayana Kepada (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) FKTP 
adalah disesuaikan de gan sistem pembayaran pelayanan kesehatan kepada 
Fasilitas Kesehatan Tin kat Pertama oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Jenis 
Pelayanan yang diberi an yang sesuai dengan pembayaran non kapitasi 
seperti pelayanan ante atal, pelayanan persalinan, pelayanan pasca salin, KB 
Pasca salin, Pelayanan eonatus; 

20. Pembayaran Pelayan Kepada FKTL adalah sistem pembayaran pelayanan 
kesehatan kepada Fas litas Kesehatan Tingkat Lanjutan berdasarkan Jenis 
Pelayanan yang diberi an oleh BPJS Kesehatan kepada FKTL sesuai dengan 
kelas Rumah Sakit berd asarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sesuai dengan pemb yaran, Pemerikasaan Ibu Hamil Gawat Darurat, 
Pelayanan Persalinan ngan Komplikasi, Pelayanan Neonatus Gawat Darurat 
dan Komplikasi; 

21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh seluruh pelayan kesehatan 
terkait langsung mau un tidak langsung atas pelayanan di FKTP ataupun 
FKTL, atas pelayanan an jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka 
observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, konsultasi, visite, 
rehabilitasi medis, pe eriksaan penunjang dan/ atau pelayanan kesehatan 
lainnya; 

22. Pasien adalah seseora g yang memiliki identitas warga Deli Serdang berupa 
Kartu .Tanda Pendud k maupun Kartu Keluarga yang membutuhkan dan 
memperoleh pelayana kesehatan di FKTP maupun FKTL Kabupaten Deli 
Serdang yang belum m miliki Jaminan Kesehatan dan tidak mampu. 



Setelah Tim Verifikasi ~elaksanakan verifikasi dalam hal pelayanan kesehatan 
yang dilakukan dan kelengkapan berkas pertanggungjawaban pengklaiman 

(2) 

Setelah Tim Medis Pu. kesmas yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat 
melakukan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, bersalin normal maupun 
komplikasi, pasca salin, rujukan gawat darurat, KB pasca salin maka 
Puskesmas mengajuk klaim ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan 
syarat pengklaiman dengan lengkap. Kemudian Dinas Kesehatan 
melaksanakan verifika i kelengkapan berkas pengklaiman baik dari Tim 
Teknis maupun Tim Sa er. 

( 1) 

Bagian Kedua 
Bersumber dari Dana Al kasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan 

Persalin n di Dinas Kesehatan (Puskesmas) 
Pasal 6 

d. bersumber dari Dana okasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan 
Persalinan di Rumah S · 't Swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 
dan Dinas Kesehatan K bupaten Deli Serdang. 

okasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan 
it Umum Daerah atau Pemerintah; dan 

bersumber dari Dana 
Persalinan di Rumah S 

c. 

b. bersumber dari Dana okasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan 
Persalinan di Klinik Pra ama yang sudah terstandar; 

Bagian Kesatu 
Jenis ~p ne-:r-imaan dan Penggunaa.n. Dana 

Pasal 5 

Penerimaan dan pengguna dana meliputi; 

a. bersumber dari Dana 11okasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan 
Persalinan di Dinas Kesehatan (Puskesmas); 

BAB IV 
PENE MAAN DAN PENGGUNAAN DANA 

(2) Pengelolaan pelayanan kesehatan dan pengelolaan dana program Jaminan 
Persalinan (Jampersal) meliputi sistem administrasi dan mutu pelayanan 
serta penerimaan an pengeluaran / penggunaan, pelaporan dan 
pertanggung jawaban. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

(1) Ruang Lingkup pengelo aan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik 
Jaminan Persalinan di Dinas Kesehatan meliputi pengelolaan dana pada 
Fasilitas Kesehatan T' lgkat Pemerintah dan Swasta serta Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Lanjut Pemerin ah dan Swasta di Kabupaten Deli Serdang; 



(3) 

Setelah Tim Medis Klin Pratama yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat 
melakukan pelayanan emeriksaan ibu hamil, bersalin normal , pasca salin, 
rujukan gawat darurat, KB pasca salin maka Klinik Swasta mengajukan klaim 
ke Dinas Kesehatan de gan melampirkan syarat pengklaiman dengan lengkap. 
Kemudian Dinas Kes hatan melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas 
pengklaiman baik dari tm Teknis maupun Tim Satker. 

Setelah Tim Verifikasi 111:elaksanakan verifikasi dalam hal pelayanan kesehatan 
yang dilakukan, dan kflengkapan berkas pertanggung jawaban pengklaiman 
dan menyetujuinya, f aka Kepala Dinas Kesehatan mengajukan Surat 
Penyediaan Dana (S D) Ke BPKA Kabupaten Deli Serdang, kemudian 
Permintaan Pembayar (SPP) Ke Kepala Dinas Kesehatan dan selanjutnya 
Kepala Dinas Kesehat membuat Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian 
BPKA akan mengelu rkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D} dan 
Bendahara Pengeluar~ Dinas Kesehatan dapat mengambil dana tersebut dan 
membayarkannya meli:i transfer ke Rekening Bank Klinik Swasta tersebut 
sesuai dengan pengaju · klaim yang telah diverifikasi. 

Belanja fasilitas keseh tan yang bersumber dana Jaminan Persalinan yang 
digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan dan belanja operasional untuk 
pelaksanaan kegiatan rogram Jaminan Persalinan sesuai Standard Pelayanan 
yang ditentukan. 

(2) 

Bagian Ketiga 
Bersumber dari Dana Al asi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan 

Persalinan di linik Pratama Yang Sudah Terstandart 
-Pasal 7 

( 1) 

(5) 

(4) 

BPKA akan mengelu kan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan 
Bendahara Pengeluar Dinas Kesehatan dapat mengambil dana tersebut dan 
membayarkan Ke Pus esmas sesuai dengan pengajuan klaim yang telah 
diverifikasi. l 
Belanja fasilitas keseh tan yang bersumber dana Jaminan Persalinan yang 
digunakan untuk ; I 
a. pembayaran Jasa ~elayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya 

dimana besarannyafdalah sebesar 80o/o (delapan puluh persen]; dan 
b. pembayaran jasa sarana sebesar 20°/o (dua puluh persen) akan disetor ke 

Pemerintah Daerah. 

Puskesmas yang sudar ditetapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
dengan SK Bupati no f 34 Tahun 2017 Ten tang Penetapan 20 .(Dua Puluh) 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Di Kabupaten Deli Serdang Sebagai 
Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah Dengd Status Penuh , Bahwa Belanja Fasilitas Kesehatan 
yang bersumber Dana aminan Persalinan yang ditujukan untuk Pembayaran 
J asa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan .jaringannya langsung di kelola 
oleh Puskesmas tanpa di setor ke Pemerintah Daerah. 

Pajak penghasilan darijasa pelayanan wajib disetorkan ke kas Negara. 

(3) 



Bagian Kelima 
Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan 
Persalinan di Rumah sJkit Swasta Yang Sudah Bekerja Sama Dengan BPJS 

Kesehatan Dari. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang 
I Pasal 9 

( 1) Setelah Tim Medis R~mah Sakit Swasta yang bekerja sama dengan BPJS 
Kesehatan dan Dinasl Kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat 
serta tenaga penunjang medis melakukan upaya pelayanan kesehatan 
perorangan yang bers:ilfat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat 
jalan tingkat lanjut~, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang 
perawatan khusus ~rhadap ibu hamil, bersalin maupun Neon~tus yang 
dilaksanakan oleh R mah Sakit Umum Swasta maka Rumah Sakit tersebut 

• .. • • • .. ,-...• Tr 1 , -1-·------ ----------- , ,l_ , ..... ,_..:_ ...-..--+"\~ 

Pajak penghasilan da · jasa pelayanan wajib disetorkan ke kas Negara. (4) 

(3) 

(2) 

Setelah Tim Medis Ru , ah Sakit Umum Daerah atau Pemerintah yang terdiri 
dari dokter, bidan da1f: perawat serta tenaga penunjang medis melakukan 
upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub 
spesialistik yang melitiuti rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat 
lanjutan dan rawat i~~p di ruang perawatan khusus terhadap ibu hamil, 
bersalin maupun Neoriatus yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pemerintah 
maka Rumah Sakit Uinum Daerah atau Pemerintah mengajukan klaim ke 
Dinas Kesehatan dengan mengacu kepada klaim yang diajukan ke BPJS 
Kesehatan dan melampirkan syarat pengklaiman dengan lengkap, kemudian 
Dinas Kesehatan melfsanakan verifikasi kelengkapan berkas pengklaiman 
baik dari Tim Teknis mrupun Tim Satker. 

Setelah Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi dalam hal pelayanan kesehatan 
yang dilakukan dan kflengkapan berkas pertanggung jawaban pengklaiman 
serta besaran dana sesfai dengan pelayanan bersumber dana BPJS Kesehatan 
dan menyetujuinya, maka Kepala Dinas Kesehatan mengajukan Surat 
Penyediaan Dana (SfRD) Ke BPKA Kabupaten Deli Serdang, kemudian 
Permintaan Pembayar n (SPP) Ke Kepala Dinas Kesehatan dan selanjutnya 
Kepala Dinas Kesehat membuat Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian 
BPKA akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan 
Bendahara Pengeluar4 Dinas Kesehatan dapat mengambil dana tersebut dan 
membayarkan melalui p-ansfer ke Rekening Bank Rumah Sakit Umum Daerah 
sesuai dengan pengajtn klaim yang telah diverifikasi. 

Belanja fasilitas kese atan yang bersumber dana Jaminan Persalinan yang 
digunakan untuk; 
a. pembayaran Jasa felayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 

atau Pemerintah ~ belanja operasional Kegiatan Pelayanan Jaminan 
Persalinan mengalu kepada pelayanan yang bersumber dana BPJS 
Kesehatan; dan 

b. pembayaran Jasa elayanan selanjutnya diatur dengan Surat Keputusan 
Direktur. 

( 1) 

Bagian Keempat 
Bersumber dari Dana Al asi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan 

Persalinan di Ru ah Sakit Umum Daerah atau Pemerintah 
Pasal 8 



(5) Sistem pelaporan pert ggungjawaban keuangan dana Jaminan Persalinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme 
pelaporan pertanggun awaban. 

(4) 

(3) 

(2) 

( 1) Kepala Dinas Keseha n bertanggung jawab penuh atas kegiatan program 
Jaminan Persalinan m iputi: kegiatan pelayanan, administrasi, pengklaiman, 
penerimaan, pengeiaran dan penggunaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban; 

Dalam melaksanakan ogram Jaminan Persalinan, Kepala Dinas membentuk 
Tim Teknis Jaminan Persalinan; 

l(epala Dinas secara ru~n setiap awal bulan mengajukan klaim kepada Kepala 
BPKA atas pelayanan Jtesehatan yang telah dilakukan bulan yang Ialu untuk 
program Jaminan Persrnan; . . 

Pelaporan dan pertan ngjawaban pengelolaan dana Jamman Persahnan 
dibuat dan dilaksan an oleh Puskesmas , Klinik Pratama , Rumah Sakit 
Umum Daerah atau emerintah, Rumah Sakit Swasta dan diserahkan ke 
Dinas Kesehatan; 

BABV 
PENGELOLAAN DAN , PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 10 

Pajak penghasilan dari jasa pelayanan wajib disetorkan ke kas Negara. (4) 

Belanja fasilitas keseh tan yang bersumber dana Jaminan Persalinan yang 
digunakan untuk ; I 
a. pembayaran Jasa Pilayanan kesehatan di Rumah Sakit Swasta dan belanja 

operasional Kegiatar Pelayanan J aminan Persalinan mengacu kepada 
pelayanan yang bersumber dana BPJS Kesehatan; dan 

b. pembayaran Jasa P~layanan selanjutnya diatur dengan Surat Keputusan 
Direktur. 

(3) 

(2) Setelah Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi dalam hal pelayanan kesehatan 
yang dilakukan dan k~lengkapan berkas pertanggung jawaban pengklaiman 
serta besaran dana sesuai dengan pelayanan bersumber dana BPJS Kesehatan 
dan menyetujuinya, ~aka Kepala Dinas Kesehatan mengajukan Surat 
Penyediaan Dana (SfRD) Ke BPKA Kabupaten Deli Serdang, kemudian 
Permintaan Pembayar (SPP) Ke Kepala Dinas Kesehatan dan selanjutnya 
Kepala Dinas Kesehat membuat Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian 
BPKA akan mengelu kan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan 
Bendahara Pengeluar Dinas Kesehatan dapat mengambil dana tersebut dan 
membayarkan melalui transfer ke Rekening Bank Rumah Sakit tersebut 
sesuai dengan pengaju klaim. 
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NIP. 19710223 199503 2 003 

r=>: BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020 NOMOR 4.A 

DARWIN ZEIN, S.Sos 

ttd 

Diundangkan di Lubuk Pakam 
pada tanggal 17 Januari 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN DELI SERDA G 

ASHARI TAMBUNAN 
ttd 

Ditetapkan di Lubuk Pakam 
pada tanggal 17 Januari 2020 

BUPATIDELISERDANG 

Agar setiap orang menge ahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempat nnya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

Peraturan Bupati ini mulai erlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 12 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut 
teknis pelaksanaannya aka diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan 
tetap mengacu pada ketent an perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 11 


